BAB I
PENDAHULUAN

*. Latsr Belakang Masalgh

Salah satu di antara beberaps syarat diakui-
Lye keberadaan suatu negsra sdalah adenys orgenisasi

yung berbentuk pemerintshan ysng berkussa den Der-

dsalst, yeng menjemin dsn melindungi -skyat stso ma-
c:y:'af‘&ii%’:!, FETiR merdismi Juerah atau i 1“}'?‘!?". tere 1o
Tengan demxikinn kebersdaan suatu pem=rin‘iahb doler

gunid uwersre bersifst mutlgk hacvos gdanye.

Sebrgal evetu lembaga yang mempunysi Keduolate
an nepuh dalam sustu negara, pemerincan mempuny:s .
p: ranan ysng sanget besar terhadsp oertuimbulban den
[« kemborgan cnata negszre. Karena fungsi dan  peran-

n:ys yang demikisn besar mgks timbul bebersps pewml-

m

E-run tentanug naegers dsn pemerintshan dslam upays
merngri bertuk ~ bentuk pemerintahan ysng ideal

dor. menjamin tercapainya tujuan guatu negara.

Salsn satv zjarsn yang terkenal dan banysak di-
teropkan 4di beueraps negars adaish ajaran Trisz  TFo-
. tika ¥ontesculeu (168Y-1755). Adaran terezbut «o-

ris bessrnys udalah adernva perisghan kekuasesan negpa-

i



ra menjadi tiga lembaga yeng masing-masing terpisah

dan berdiri sendiri. Lembaga-lembaga tersebut adalah

sebagal berikut :

1,

Kekuasaan Legislatif (le pouvoir legislatif)

vaitu kekuasaasn membentuk undeng=-undang  yang
harus diserahken kepada parlemen yang terdiri
dari majelis rendsh atau majelis tinggl dalam
dalam hal memakai sistem dua kamar (bikamar),
ateu diserahkan kepada satu lembaga saja, Jjika

memskai sistem satu kemar (unikamerul).

Kekusssan Ekskutif (le pouvoir executif)
vsitu kekussaan menjelankan undang-undang atau
pemerintahan yang harus diserahkan kepada ke-

pale negare atau kabinet.

Kekuassan Yudikatif (le pouvoir judikatif)
vaitu kekussaan kehakiman yang harus digerah-

kan kepada lembaga peradilan.

Pelsksanaan ajsran Trias Politika Montesculeu

ini, d4i beberapa regara tidak sama. Pelaksanasn ajar-

an tersebut delam hal menjalankan kekuasaan ekseku-

tif telah melehirkan tiga sistem peunerintahan, jaitu:

1.
2.
3

Sigtem penerintshan pariementer
Sistem pemerintshan presidensil

Sistem referendum.



3

Ketige sistem pemerintahen tersebut rpada da-
sarnya seme, yaitu adanya pemisehan kekuasesan mnega-
ra. Sedangkan perbedaan maging-masing sistem  peme=
rintshan tersebut adalah sifat hubungan antars ba-

dan-badan tersebut satu sama lain.

Nemun yang menarik di sini adalah sistem p2-
merintshan parlementer. Dalam gistem ini kepalas ne-
gars hanya berkuasa secara simbolik saja dan  yang
mengurusi mssalsah pemerintahan adalah perdans mente-
ri yang dibantu oleh pera menteri.

Selain itu di dalam sistem ini terdapat azas: "The
king csn do no wrong®. Reja tidak dapat dimintai per-
tanggung-jawaban, dan karenanya tidak dapat dipersa-
1lshkan atas Jjalannya pemerintahan; Kabinetlsh yang
bertanggung Jawab sekalipun perbuatan sélah tersebut

diperbrat olch kepala negara. (Ssuhino, SHe), 1993:875?

Meselah sistem pemerintehan delam Islam sudeh
ada tuntunsn dan norma-normanya. Kerena syari'at Is-
lam telah meliput semus perbuatan manusia dengan li-
putan yang seﬁﬁurns dan menyeluruh.

Allah Ta'ala telsh berfirmean:
| ses PLle o e e L5
npan teleh Kami turunkan kepadamu Al-RKitab (Al-

Qur'en) untuk menjelsskan segale gesuutlesn”
(Al-Qur’'an, 16 : 89).

.~
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--- [JC;:VJSiC;lff{fjgi

"Pada hari ini telah Kami sempurnakan untuk kamu
agemamu..." (Al-Qur'an, 5 : 2).

Berdagsarkan keumuman dari firmsnnya yaitu
runtuk menjelssken segals sesuatu" dan berdasarkan
nash yang tegas bahwa Allsh telah menyempurnskan a-
gema ini make tidak mungkin ada perbuatan hamba yang
tidek mempunyai dalil atau tanda yang menunjukkan
hukumnya. (Dr. Seamuh Athif Az=Zaini, 1988 : 18).

Rasulullsh selain beliau sebagai pemangku ri-
salsh keagemsan dalam wektu ysng sams juga pendiri
suatu negara dan sebagal kepals negaranya. Sepening-
gal Rasulullah kepemimpinsn beliau digantiksn oleh
pera khulafs ar-rasyidin. Masa kepemimpinan Rasulul-fw
lsh dan khulafe ar-rasyidin inilsh yang akhirnys di-

jadiken rujukan sebagesi sistem pemerintahan Islam,

Pembshasan terhadap masalah politik, khusus-
nys sistem pemerintahan parlementer ini semskin me-
narik, karens tampak bahwa sistem pemerintahan ini
adalah ajaran dari Bargt yang selams ini kita kenal
jauh deri nilasi-nilai Islem. Dengsn penelashen secs-
ra mendslsm terhadap sistem pemerintshan ini maka

skan diketshui spakah semua ajaran dari Berat selalu
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bertentangan dengan nilei-nilai Islam atau bshkar
mungkin merupakan hasil asdopsi derl ajsran Islem.
Selain itu hel ini juge untuk menunjukkan  prinsip-
prineip dari pemikiran politik Islam, dan kemungkin-
an bagi kaum muslimin untuk mengasimilesi konsep-
konsep dan lembaga-lembaga dari sistem-gistem non
muglim yang berkembang dein digerakkan pada mase kini
yaitu,sistem-sistem yang sesual dengan p?insip-prin~
sip desar dari filsafat politik Islam. Hal ini meru-
pakan masalech pokok di dalam peremajaan dan moderni-
sagi terhndap pemikiran politik Islam. (Dr. S. Waqsr
Abmed Husseini, 1983 : 218).

Urgensi penelitian terhadap mssalah ini sema-
kin terssa setelah dslsm kepustakean tidak dijumpai
hasil penelitian maseleh ini. Dengan adanys peneli-
tien terhadap masalsh ;ni diharap dapat menjadi msa-
gukan terhsdaep dunia ilmu pengetahuan, dasn menarik
mingt para pemuds muslim untuk belsjar tentang poli-
tik, khususnya sistem pemerintahan baik mernurut  e-
jaran Islem maupun gjaran-ajarsn yang disampslkan
olen para pemikir non muslim, sehingga dspat dine-
silkan pemikiran-pemikiran Isiem ysng baru tentang

politik, khususnnya sistem pemeriatahan.



B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas,
dapat diketahmi bahwa masalah pdékok yang akan diba-
has dan dipelajari adalah tentang sistem pemerinta-
han parlementer ditinjau dari aturan-aturan yang
terdapat dalam Islam atau norma-norma Islam. Atau
dengan kata lain yaitu : Tinjauan hukum lslam ter-

- hadap sistem pemerintahan parlementer,

¢. Pembatasan Masalah

Masalah sistem pemerintahan parlementar di-
tinjau dari hukwn Islam masih bersifat umum dan be-~
lum ada kejelasan sistem pemerintahan parlementer
yang mana. Maka pembahasan masalah'ini dibatasi pa-
da sumber rujukan atau acuan dari sistem pemerinta=-
han parlementer yang ada. Adapaun pembatasan masa -
lah ini yaitu pada : "Sistem pemerintahan parlemen

ter yang sesuai dengan UUD'S 1950".

D. Perumusan Msalah

Agar lebih praktis dan operasional liagi, se-

telah dikemukakan latar belakang masalah, identi®:-
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kesi mssslsh, dan pembatasan mesalah, meka studi ini

dirumugken dalam bentuk pertanyasn :

1., Bagaimasna konsep pemerintahen menurut gistem

pemerintahan parlementer ?

2. Bagaimane tinjauan hukum Islam terhadap sistem

pemerintshan perlementer ?

E. Tgjuan Studi

\

Sejalen dengan pertanysan~-pertanyaan di atas

maks tujusn studi ini adalah:

1, Menguraiken sistem pemerintahan parlementer
gecara singkat dan Jelas.

2. Menentukan spakah konsep sisteﬁ pemerintahsn
parlementer yang telabh diuraikan tersebut tor-

dapat penyimpangan—penyimpangan dari aturan-

aturan hukum stau norma-norma Islam atau tidak.

F. Kegunzan gtudil

Heesil stndi ini diharapken dapat bermanfaat

sekursng-kurangnya untuk dua hel, yaitu:

L,;Dcpat berguna bagi pembanguian pemikirsnu poli-

tik, khususnya dalam magalall sisten pererin~



tehan.

2. Dapat menjadi bghan bacaan, khususnys delam ma-
gsalgh tinjauan hukum Islam terhadap alstem pe-

merintahan parlementer.

G. Data-data Yang Akan Dibhimpun

Data-dats yeng akan dihimpun dalam penelitian
ini secars globsl dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pengertian sistem pemerintahean parlementer.

2, latar belskang timbulnya sistem pemerintshan
parlementer.

3. Fungsionelisasi kepala negars, dewan menteri
dan parlemen dalam sistem pemerintahan parle-
menter.

4. Hubungan timbal balik antsra pemegang kekuasga~-

an legislatif den kekuasaan eksekutif.,

H. Sumber Data

Delem penulisan skripsi ini sumber deta ysng
dipergunaken adalsh literatur-literatur yang memba-
hes tentang masalah-masalsah terkait, ysitu Al-Qur'an
dan Al-Hadite sebagai sumber pokok dan ditunjang de~

ngan kitab, buku dan makalah-makalah yang mecmbahasg



sertas berhubungen dengan makelsh ini.

I. Teknik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan,
dapat disimpulken bahwa penelitian masalah ini ada=-
lah riset pustaka (library research). Adapun teknik
penggalian date tersebut dengen cara menelaah dan
menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian
dari telasash dan analisis sumber-sumber itu hasilnya
dicntat den dikuwalifikaesikan menurut kerangka yang

gudah direncanakan sebelumnya.

J. Metode Anslisis Dsta

Data~deta yang telah terkumpul tergsebut di-

analisis menurut beberapa tshapan, yaitu:

1. Pengolahan date dengan cares editing yaitu me-
meriksa kembali data-data yang sudsh dikumpul-

kan tersebut.

7. Pengorganisasian data yaitn menyusun dan men=
sistemssikan data-~data yang diperoleh ke dalam
kerangkae peparan yang telah direncsuaakan sebe-

‘lumnya.

3. Penemuan hasil yaitu melskunkan analisis lan-
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jutan secars kuslitstif terhadap hasil pengor-

ganisasisn dats dengan cars menggunskan  kai-

dah-kaidah, teori=-teori serta dslil-dalil un-

tuk memperoleh simpulan-simpulsn dengen meng-

_ gunekzn:

a. Metode induxtif, yaitu cara penyajiannya

dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khu-
sus dari hagsil riset dan terakhir diambil

simpulan ysng bersifat umum.

Metode deduktif, yaitu penysjisnnys dimulsi
dari teori-teori, dalil-dalil, generaliseasi-
generalisasi dan selanjutnya dikemukakan
fekta~-fakta yang bersifat khusus dari hasil
riset dan skhirnys ditarik gimpulan yang

bersifst umum.

Metode komperatif, yaitu membandingkan sis-
tem-sistem pemerintseshan dalem sigstem peme-
rintahsn parlementer dengan sistem pemerin-

tehsn Islam.

ketode anelogis, ysitu mengkiaskan sistem-
sietzm pemerintahan parlementer terhadap
sictem pemerintaben lslam, khususnya dalam

masalah pertsnggung jawabsn.
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K. Sistematika Pembshasan

Daism penulisan skripsi ini cara pembahasan-
nye dibagi menjadi lima bab, den mesing-masing diba-
gi menjadi beberapa sub bab. Antars bsb yang satu
dengen bab ysng lainnyas saling berkaitan. Adapun sis-
tematike pembahasan skripsi ini sdaleh sebagai beri-
kut :

Bab I, Pendshulusn. Bab ini adalsh merupaken
pendshulusn yang terdiri dari sebelas sub bab. Sub
bab tersebut yasitu: Latar belakang magalgh, identi-
fikesi masaish, pembatasan masslsh, perumusan masa<
lah, tujusn studi, kegunaan studi, data~dats yang
aken dihimpun, sumber data, teknik penggalian data,

metode snslira data dan sistematika pembshasan.

Bat II, Lendasen teori. Bsb ini merupaksn lan-
dasan teori delem pembshasan skripsi ini yang uwene-
rangkan tentang sistem pemerintehan Islam. Dalam bab
ini terdapat enam sub bab. Sub bab pertema yesitu de-
finisi negafa Islam. Sub bgb kedus ysitu tujusn re-
gera Islam. Sub bab ketiga yaitu pembagiasn kekugsasan
negara deism siptem pemerintahan Islam. Sub dab ke-
empat yeita prinsip pembagisn kekussaan dalan sistem
pemerintshen Islsm. Sub bab kelims yeitu pemerintsh-

en mose Rasululleh, ysng terdirl dari dus tohesaii.
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pahasan pertams, kekuassaan eksekutif, bakassn kedua,
kekuasean legislatif. Sub bab keenam yaitu pemerin~
tshan mssa Khulafa ar-Rasyidin, yang Juga terdiri
dari dua bahasan. Bshasan pertamsa, kekuasaan ekseku-

tif dan bshasan kedna, kekuasasn leglislatif.

Pab III, Sistem pemerintahan parlementer. Bab
ini terdiri dari empat sub bsb. Sub beb pertama, pe-
ngertian sistem pemerintshan parlementer. Sub bab ke
dua ysitu lstar belakang timbulnya sistem pemerin=-
tghan parlementer. Sub bab ketigae yaitu sistem Kker-
ja pemerintahan. sub bab ini terdiri dari tiga pem-
behasan, yeitu kepala negara, dewan menteri den par-
lemen. Sub bab keempat yaltu hubungan timbal balik
pemegang kekussaan legislatif dan kekuasesan ekseku-

tif.

Bab IV, Tinjauan hukum Islam terhadap sistem
pemerintahsn parlementer. Bab ini terdiri dsri empst
gub bab. Sub bab pertama yailtu tinjauan terhsdap ke-
dudukan kepals negara. Sub bad kedua yaitu tinjauan
terhadap kedudukan dewan menteri. Sub bab ketiga ya-
itu'tinjauan terhadep kedudukasn parlemen. Sub bab ke
empst yaitu tinjsuan terhadap hubungsn timbal balik
pemegang kekuassan legislatif den kekuassan ekseku-

tif.



Bab V, Penutup. Bab ini terdiri dari dua sub
bab. Sub babt pertama yaitu simpulan, yang herisi
gimpuian dari pembahasan skripsi ini. Sub lac kedua
yaitu saran-saran yang berisi siran-saran dengan be
rakirnya penulisan skripsi ini. .

Demikian sistematika penulisan skripsi ini ,
semoga dengan sistematika seperti ini skripsi ini

akan mudah dipahami.



